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 ABSTRAK

(A)     Nama          : Muhammad Erizal Nurwansyah (NIM:217211049)

(B)      Judul Tesis : Analisis Penerapan Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan
Pemalsuan Akta Pengoperan Hak Atas Tanah (Studi Pada Putusan Mahkamah
Agung Nomor 139K/PID/2016)

(C)     Halaman      : x+160+Lampiran+2024

(D)     Kata kunci  : Notaris, Pemalsuan Akta,Hak Atas tanah

(E) Isi :
Notaris mempunyai tanggung jawab besar atas setiap akta yang

diterbitkannya. Dalam pekerjaannyapun notaris dituntut untuk patuh pada Kode
Etik Profesi yang dalam hal ini adalah Kode Etik Notaris, sehingga dalam setiap
pekerjaannya diharapkan dapat bertindak benar, tidak melakukan kelalaian atau
bahkan suatu kesengajaan, sehingga akta autentik tersebut dapat memberikan
perlindungan dan kepastian hukum kepada pihak yang membutuhkannya. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengetahui penerapan sanksi dalam
kasus pemalsuan akta pengoperan hak atas tanah pada Putusan Mahakamah Agung
Nomor 139 K/PID/2016 dan Pertanggungjawaban Notaris yang melakukan
pemalsuan akta pengoperan hak atas tanah pada Putusan Mahkamah Agung Nomor
139 K/PID/2016. Metode Penelitian dalam Tesis ini adalah normatif,yaitu penulis
berfokus untuk mengaji Sistematika penerapan sanksi hukum yang berasal dari
Putusan dari Pengadilan Negeri,Pengadilan Tinggi dan Putusan Mahkamah
Agung.Hasil dari penelitian ini adalah dapat diketahui bahwa sanksi hukum
terhadap seorang notaris yang melakukan pemalsuan akta pengoperan hak atas
tanah pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 139 k/PID/2016 yakni bahwa
hukuman penjara dengan yang diberikan oleh hakim terhadap Notaris yang
melakukan pemalsuan akta hanya 2 tahun penjara dinilai kurang untuk
menciptakan rasa keadilan bagi korban dan bagi instansi lembaga Notaris sendiri
dikarenakan akan terjadi lagi kasus serupa dikarenakan dapat dikenalinya celah
hukum bagi oknum untuk mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan orang
lain yang bisa jadi adalah korban atau nama lembaga instasi notaris itu sendiri yang
secara tidak langsung sudah tercoreng dengan aksi dari yang di beri lebih rendah
dari pada tindakan yang tersebut, serta undang-undang jabatan notaris belum
mengatur secara pasti sanksi hukuman tersebut.

(F) Acuan           : 137 (1975-2022)
(G)Pembimbing : Dr.R.Rahaditya S.H.,M.H.
(H)Penulis          : Muhammad Erizal Nurwansyah
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ABSTRACT

(A)     Name     : Muhammad Erizal Nurwansyah

(B)    Title      : Analysis  of  the  Application  of  Sanctions  Against Notaries
Who Forgery Deeds of Transferring Land Rights (Study of Supreme Court
Decision Number 139 K/PID/2016)

(C)  Page         : x+160+attachment+2024

(D)  Key word : Notary, Forgery of Deeds, Land Rights

(E)  Content  :

The notary has a big responsibility for every deed he issues.  In their work, notaries are
required to comply with the Professional Code of Ethics, which in this case is the Notary
Code of Ethics, so that in every job they are expected to act correctly, not make any
negligence or even deliberate actions, so that the authentic deed can provide legal
protection and certainty to parties who need it.  .  The aim of this research is to explain and
determine the application of sanctions in cases of forgery of deeds transferring land rights
in Supreme Court Decision Number 139 K/PID/2016 and the Accountability of Notaries
who falsify deeds transferring land rights in Supreme Court Decision Number 139 K/PID/
2016.  The research method in this thesis is normative, namely the author focuses on
studying the systematic application of legal sanctions originating from decisions from the
District Court, High Court and Supreme Court decisions.  land rights in the Supreme Court
Decision Number 139 k/PID/2016, namely that the prison sentence given by the judge to a
Notary who falsified a deed was only 2 years in prison, which was deemed insufficient to
create a sense of justice for the victim and for the Notary's own institution because this
would happen.  Another similar case is due to the recognition of a legal loophole for
individuals to be selfish without prioritizing other people who could be victims or the name
of the notary institution itself which has indirectly been tarnished by actions given that are
lower than those actions.  as well as laws
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(G) Mentor     : Dr.R.Rahaditya S.H.,M.H.
(H) Author     : Muhammad Erizal Nurwansyah
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UUJN               : Undang-Undang Jabatan Notaris

        MPD                : Majelis Pengawas Daerah

        MPW  : Majelis Pengawas Wilayah

        MPP                  : Majelis Pengawas Pusat

        KUHP                : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

       KUHAP               : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

       KUHPER             : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

          INI                     :  Ikatan Notaris Indonesia

      TUAMAR DATA : Ketua Kamar Perdata

       TUAMAR TUN  : Ketua Kamar Tata Usaha Negara

        TUAMAR PID   : Ketua Kamar Pidana

        TUAMAR AG   : Ketua Kamar Agama

        TUAMAR MIL : Ketua Kamar Militer

        TUADA TUN   : Ketua Kamar Muda Tata Usaha Negara

         KAMARI        : Ketua Mahakamah Agung Repbulik Indonesia



2

                                     DAFTAR TABEL

Gambar Tabel 1.0

UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS NO

2/2014

KODE ETIK
TUGAS DAN

KEWENANGAN DARI
JABATAN NOTARIS

LARANGAN DAN
SANKSI DALAM

MENJALANKAN TUGAS

MELAKUKAN
PEMALSUAN AKTA

PENERAPAN HUKUM
DALAM PUTUSAN

MAHKAMAH AGUNG
NOMOR: 193 K/PID/2016

PERTANGGUNGJAWABAN
NOTARIS



3

Gambar 2.0

Ketua MA

Wakil Ketua MA
Non Yudisial Wakil Ketua MA

Yudisial

Ketua kamar
Pembinaan

Ketua Kamar
Pengawasan

Ketua
Kamar
Perdata

Ketua
Kamar
Pidana

Ketua
kamar
TUN

Ketua
kamar
Militer

Ketua
Kamar
Agama


